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Lampiran -

Hal

- Imbauan Larangan Kampanye Peserta Pemilu pada Pemilu 2024

Kepada Yth.
Pengurus Partai Politik se- Kota Pematang Siantar

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UndangUndang;

b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu
Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;

c. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan
Sengketa Proses Pemilihan Umum;

d. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu
Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

e Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan
Pemilihan Umum

f  Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan
Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum

g Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif
Pemilihan Umum,

h Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemiinan Umum,

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
Fenyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota,

) Peraturan KIPU Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum,

¥k Peraturan ¥PU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komist
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Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum:;

| Keputusan KPU RI Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
Kampanye Pemilihan Umum

m. Keputusan KPU RI Nomor 1622 Tahun 2023 Tentang Biaya Makan, Minum dan
Transportasi Peserta Kampanye Pemilihan Umum
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XX1/2023;

0. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 43 tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan
Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024,

p. Surat Intruksi Bawaslu RI Nomor 942/PP.00.00/K1/11/2023 tentang Instruksi Pengawasan
Tahapan Kampanye Pemilu.

B. Isilmbauan

Sehubungan dengan dimulainya Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024, dengan ini Bawaslu
Kota Pematang Siantar mengimbau kepada seluruh Pengurus Partai politik se-Kota Kota Pematang
Siantar untuk mematuhi terkait Larangan Kampanye Pemilihan Umum yaitu :

A. Pasal 70 PKPU 15 Tahun 2023

1. Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dapat ditempel

dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:
a. tempat ibadanh;

b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan:

c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan

tinggi;

gedung atau fasilitas milik pemerintah:
jalan-jalan protokol;

jalan bebas hambatan:

sarana dan prasarana publik; dan/atau
h. taman dan pepohonan.
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2. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (
huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
B. Pasal 71 PKPU 15 Tahun 2023

2) huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, dan

. Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dila
pada tempat umum sebagai berikut:

a. tempat ibadah:;

rang dipasang

b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekola
tinggi;

d. gedung milik pemerintah;

h dan/atau perguruan

€. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan

f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

2. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau
tembok.
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C. Pasal 72 PKPU 15 tahun 2023
1. Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang
lain;

d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;

e. mengganggu ketertiban umum; .

f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan
kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang
lain;

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pemilu Peserta Pemilu;

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

i, membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar
dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan

j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye
Pemilu.

(1a) Fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf h digunakan sepanjang tidak mengakibatkan fasilitas pemerintah dan
tempat pendidikan terganggu fungsi atau peruntukannya, serta tidak melibatkan anak.

(1b) Atribut Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan alat
dan/atau perlengkapan yang memuat citra diri, visi, misi, dan program.

2. Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Kampanye Pemilu,

peserta Kampanye Pemilu, dan tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas

gedung perwakilan pemerintah di luar negeri.

3. Petugas Kampanye Pemilu dilarang melakukan kegiatan Kampanye Pemilu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
4. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dalam kegiatan Kampanye
Pemilu dilarang mengikutsertakan:
ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada
semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada

a.

Mahkamah Konstitusi;
b. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan,
gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;

d. direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan

usaha milik daerah;
e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga
nonstruktural;

Aparatur Sipil Negara;

prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

> a =~

kepala desa;
perangkat desa;
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j. anggota badan permusyawaratan desa; dan
k. warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

5. Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang ikut serta sebagai Pelaksana
Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu

D. Pasal 72A PKPU 15 Tahun 2023

1. Fasilitas pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h merupakan
tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

2. Fasilitas pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. gedung;

b. halaman;

c. lapangan; dan/atau

d. tempat lainnya, yang ditentukan oleh penanggung jawab fasilitas pemerintah.

3. Tempat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h meliputi:

a. gedung;

b. halaman;

c. lapangan; dan/atau

d. tempat lainnya, yang ditentukan oleh penanggung jawab tempat pendidikan.

4. Tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perguruan tinggi,
yang meliputi:

universitas;

institut;

sekolah tinggi;

politeknik;

akademi; dan/atau

~ 0 a0 oW

akademi komunitas.
5. Kampanye Pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dilaksanakan pada Hari
Sabtu dan/atau Hari Minggu.
6. Metode Kampanye Pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan meliputi:
a. Pertemuan terbatas; dan
b. pertemuan tatap muka.
c. Peserta Kampanye Pemilu di tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) merupakan sivitas akademika yang tidak dilarang ikut serta kegiatan Kampanye
Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Pasal 75 PKPU 15 Tahun 2023

Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau

memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara
langsung atau tidak langsung untuk:

a. tidak menggunakan hak pilihnya;

b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga

surat suaranya tidak sah,

c. memilih Pasangan Calon tertentu;
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memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau
memilih Calon Anggota DPD tertentu.

Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dilarang

mengikutsertakan anak-anak yang yang tidak memiliki hak Pilih didalam pelaksanaan
kegiatan kampanye.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.
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Lampiran Surat Nomor /8% IPM.00.02/K.SU-30/12/2023
Tanggal : 22Desember 2023

NO | DAFTAR PARTAI POLITIK

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

2, Partai Gerakan Indone5|a Raya (Genndra)
3. Partai Demokrasu Indonesia Perjuangan (PDI PerJuangan)

4. Partai Golongan Karya (Golkar)

5. Padai NasDem

6. Partan Buruh

7. Partal Gelombang Rakyat Indonesna (Gelora)
8. Partal Keadnlan Sejahtera (PKS)

9. Panal Kebangkltan Nusantara (PKN)

10. Partal Hati Nurani Rakyat (Hanura)

11. Partai Garda Perubahan Indone5|a (Garuda)

12. Partal Amanat Nasmnal (PAN)

13. Partai Bulan Bintang (PBB)

14. Partai Demokrat

15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

24, Partai Ummat
- I ]
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